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BUPATI HALMAHERA TENGAH
PROVINS| MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BLIDATI HALMAHERA TENCAH,

Menimbang ¢ balwe dalom rangka pemergtaan oshes dan penmghatan  mutu
pendidikan nonformal periu dilakukan alih fungsi sanggar kegiatan
belgjar menjadi satuan pendidihan nonformal selenis:

b. bahwa untuk melaksanaken betentuan Pasal 7 Peroturan Daerch
Momar 13 Tahun 2016 tentong Percngkat Daerch dan Retentuan
peraturan menteri pendidilzan dan hebudayaan nomor 4 tahun 2016
tetang olih  fungsi sanggar kegiateom  belajor menjedl  satuan
pendidikan nonformal sejents:

. baiwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurut
a dan b diatas, maka periu menetapkan Percturan Bupati Halmahera
Tengah tentang ofih fungsi sanggar kegiaton belojor Kabupaoten
Halmahera Tengah meniadi satean pendidikan nonformal sejenis.

Mengingot : . Undang - Undang Nomor & Tahun 1990 tentang Pembenbukan
Kobupaten Daerah Tinghkat !l Halmahera Tengah (Lemboran Negara

Rl Tahun 1990 Nomar 5. Tambahan Lembaran Negara Rl
HGMDI'EB?:CI];

2. Undang - Undang Nomor 43 Tohun 1999 tentangd Perubahan Atos
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Paokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Momor 169.
Tambahan Lembaran Neaara Bl Nomor 3890);




Undoang — Undang Momor 46 Tahun 1999 tentang Pembentubon
Provinsi Malubu Utorg, Hobupaten Buru dan Hobupoten Maluku
Tenggara Barat;

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentong Pembentuban
Kabupaten Halmohera Utara, Kobupaten Halmahera Selatan,

Kabupaten Hepulauom Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota
Tidore Hepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI
Tahun 2003 Nomor 21, Tombaohan Lembeoran Megara Rl Nomor 4262):

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistermn
Pendidikan Nasional (Lembaran HNegara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301):

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangon Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintohan Daerah
(Lemboran Megara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tembahan Lembaran
Megara Rl Nomor 4433);

Undang - Undang Nomeor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan
(Lembaran MNMegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234); 1

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomar 244,
Tambahan Lembaron Megara MNomor 5587), sebagaimana telah
diubah tergkhir dengan Undang - Undong Nomor 8 Tahun 2015
tentang Penetopan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undong - Undang Momor 2 Tohun 2014 tentang Perubohan atbos
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentong Pemerintahon
Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negora Republik
Indonesia Tahum 2015 Momor 24, Tambahan Lemboaran Negara
Republik Indonesiac  MNomor 5657): \

Peraturan Pemerintoh Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar MNasional Pendidiban (Lembaran MNegura
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran WNegara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
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15.

Menetapkan

Peraturon Pemerintah Momor 18 Tahun 2016 tentong Peranghat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887):
Peraturon Menteri Dalam Megeri Nomer B0 Tahun 2015 Tentong
Pembentukan Produbk Huhum Dasrah;

Peraturan Menteri Pendidikan don k ebudayaan Nomor
4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sangaar Keglatan
Belojar Menjodi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis
(Berita Negara Republih Indonesia Tahun 2016
Momor 330);

Peraturan Daerah Kobupaten Halmohera Tenagah Nomor 21 Tahun
2008 tentang Uruson Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah:
Peraturan Daerch Kabupoten Halmaohera Tengah Nomor 9 Tahun
2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014 Nomor 9);
Peraturan Daerah Haobupaten Halmohera Tengah MNomeor 13 Tahun
2016 tentong Pembentukon don Swunon Perangkoat Daerch
Habupater Halmahera Tengah (Lembaran Daerah HclbuPutEl‘i
Halmahera Tengah Tahun 2016 Nomor 13),

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG AilH FUNGSI SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SEIENIS DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati inf yang dimaksud dengom ;
1.  Daerah adaloh Dasrah Kobupaten Halmahera Tengah;
2, Bupdli adalah Bupati Halmahera Tenaah;
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Demerintah Doerah adaloh Bupati beserta perangbut  dosrah  sebagal  unsur
penyelenggora pemerintahan daerah Hubupofen Halmahera Tengah;
Dewan Perwakilan Rokyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD odalah lembaga

- perwakilan rakyat daerah sebagai unsur  penyelenggara  pemerintahan daerah

Kabupaten Halmahera Tengab;

Salretaris Daerah adalah Sehretaris Daerah Kabupaten Halmehera Tenaah;

Dincs adalah Dinas Pendidikan dan Hebudayaan Kabupaten Halmahera Tengah:
sanggar HKegiotan Belajor yang selanjutnya disebut  SKB adalah
Unit Pelabsana Teknis Dinas yang menangani urusan pendidikan pada
kabupaten yang berbentuk Satuan Pendidikan Neonformal Kaobupaten
Halmahera Tengah;

Satuan Pendidihan Nonformal yang selanjutnya disebut Satuan
PNF adalah layanan pendidikan yang menyelenggarakan program
pendidikan nonformal Kobupaten Halmahera Tengak:

Program Pendidihan Nonformal yang selanjutnya disebut Program
PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk
memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kRecakapan hidup,
pendidikan anak wusia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan
pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan
keterampilan, dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta
pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan
peserta didik: |

Peserta didik adoloh anggota maosyarakat vang berusaha
mengembangkan  potensi  diri melalui  proses pembelaojaran yang
tesedia pada jolur, jenjong dan jenis pendidikan tertentu;
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan  pengaturan mengenai
tujuan, Bl dan bu_hun pelajaran serta  yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelgjaran untuk mencapai
tujuan pendidiban tertentu;

Standar MNasional Pendidikan adalah hriteria minimal tentang sistemn
pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik

Indonesia.




S e abad ey wre e P -

f

BAB Il
PEMBENTUKAN

Pasal 2

1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Nonformal.
2) Satuan FNF sebagaimana dimaksud pada avat (1). berhak :
a Memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
b. Memperoleh Akreditasl dari Badan Akreditasi Nasional;
¢. Memperoleh Pembinaan dari Pemerintah Daerah:
d. Menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraon demfetou uji hompebensi
peserta didik Program PNF sesual dengen peraturan peruiidang-undangan; dan
e. Menerbithan lfozah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAR Il
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Satuan PNF merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Pendidikan, dipimpin oleh secrang
kepala yang berada dibawah dan bertanggung jewab hepada Hepaola Dincs.

Posal 4

Satuan PNF mempunyai  tugas membantu Kepola Dinos dalam menyelenggarakan
program PNF,

Pasal 5

Dalam melaksanakan  tuges sebagaimana dimoksud pada pasal 4, Sotuan PNF
menyelenggarakon fungsi: ;

a. Pelayanan Pendidilzan Nonformal;

b. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengen orang tua peserta didik don masyarakat;
dan

¢. Pelaksanaan administrast poda Satuan PNF,

L7
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BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Satuan PNF, terdiri dari :
o Hepala;

b. Unusan Tata Usaha:

c. Helompok Jabatan Fungsional.

Hepaola Satucn PNF sebagaimana dimebsud pada ayat (1) huruf o, dijobat oleh jabatom
guru ctau paomong belajor yong diberikon tugas tambahon;

Urusan Tata Usaha sebagaimana dimoksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh pejabat
pelakiana;

Kelompoh Jobaton Fungsional sebogaimana dimaksud pada (1) huruf ¢ terdiri afas
pamong belajor atau jabatan fungsional lainnya sesual kebutuhan:

Bagan susunan organisasi Satucn PNF sebagaimana dimatksud pada oyt (1), tercantum
dalam lompiran dan merupakan bagian yang tidak terpischkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya kepala Satuan PNF dan jabatan pelaksana dan jabatan
fungsional waijib melakukan prinsip konsultast dan koordinasi:

Hepala Satuon PNF wajib melaksonakan koordingsi dengon unit terbait  diwilayah
kerjanya serta melakukan konsultesi dengan kepala dines dalam rongha helancaran
tugas;

Hepala Sctuon PNF wgjib menyampaikan loporan secara berkala mengenal tugas
pokok dan fungsi kepada kepala dings dan tembusannya disampairan kepada satuan

organisasi lain yang mempunyal hubungan kerda




BAB VI
LRAIAN TUGAS JABATAN

Posal 8

) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada pasal

4 dom 5, kepala Satuon PNF mempunyai tugas :

a.  Merumushkan rencana kerja Satuan PNF; |

b. Membimbing don Mengaorohkan serte membaogi tuges hkepada  bawaohan
berdosarkan bidang tugeos jubﬂtu.n masing-mcsing;

c. Melaksanokan progrem PNF;

d.  Mengkoordingsikan pelaksanaan program dan kegictan Satuen PNF; _
e. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan PNF;
f. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiotan Satuan PNF kepada kepala dinas;

g. Melcksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

2) Pejabat pelaksano yang menyelenggarakon unsan tata wsaho mempunyal tugas
melaksanakan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaion, keuangan,

sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

1) HKepala SﬁtLHHI'-l PNFE dan Pejabat Pelaksana pada Urusan Tata Usaoha diangkat dan
diberhentikan cleh Bupati atas usul kepala dings;

2) Helompok labatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.




BAB Wit
HETENTUAN PENUTIIP

Posal 14

Percturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal dit etapkan, Agar setiap orang dapat
mengetohuinya, memerintahkan  pengundangan  Peraturan  Bupati  ini  dengan

penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Weda

padg tanggal 3 April 2017

BERITA DAERAH KABUPATENM HALMAHERA TENGAH
TAHUN zo17 NOMOR 28
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